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TEITTAITG

PEDOMA.IT PEMBENTUKAN LEMBAGA I{EMASYARAI{ATAJT KELURAIIAIT
DAN LEMBAGA ADAT I{ELI'RAIIAN

DEITGAN RAHMAT TUIIAN YAIIG MAIIA ESA

WALI I(OTA BATU,

Menimbang bahr.a untuk melaksarakan ketentuan pasal 14 ayat (2)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor lg Tahun 2Olg
tentang Irmbaga Kemasyarakatal Desa dan Lembaga Adat
Desa, perlu menetapkan peraturan Wali Kota tentalg
Pedoman Pembentukan llJmbaga Kemasyarakatan
Kelurahan dan Lembaga Adar Kelurahan;

Mengingat : 1 Undang-Undarg Nomor 1l Tahun 2OO1 tentarg
Pembentukan Kota Batu (I€mbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OOl Nomor 91, Tarnbahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41 18);
Undarg-Undang Nomor 12 Tahun 2Ol l tentang
Pembentukan Peraturan Perundalg-undanBan
(L€mbaran Negara Repubtik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambaharr Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undarg Nomor 15 Tahun 2019
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
L€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
Undarg-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lemtraran Negara Republik
lndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tarnba}rarr
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor I Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentarg Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
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Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

4. Undang-Undarg Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik lndonesia Tahun 2Ol4 Nomor 292,
Tambahan l-embaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Talun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelengga.raa,
Pemerintahan Daera} (L€mbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan
l€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang
Kecamatan (l€mba.ran Negara Republik lndonesia
Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6206);

7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentarg Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Peraturan Menteri Da.lam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018
tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan l€mba8a
Adat Desa;

10. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kota Batu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan
atas Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

1l. Peraturan Walikota Batu Nomor 94 Tahun 2016
Kedudukan, Susunan Orgalisasi, Uraian Tugas dan
Fungsi, serta Tata Kerja Kelurahan Kota Batu
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota
Batu Nomor 137 Tahun 2O2O tentar,g Perubahan atas
Peraturan Walikota Batu Nomor 94 Tahun 2016
Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan
Fungsi, serta Tata Keda Keluralar Kota Batu;;

MEMUTUSXAN:

PERATI'RT.IT WAII XOTA TENTAIYG PEDOMAI{
PEMBETTI'XAN LEUBAGA I(EUAAYA.RAXATAIT
X.ELUR.AIIAIT DAIT LEUBAGA A.DAT XELURAIIA.I| .

Menetapkan
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BAB I
KETENTUA.I'I UMUM

Paral I

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:
l. Daerah adalah Kota Batu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batu.
3. Cubemur adalah Gubemur Jawa Timur.
4. Walikota ada.lah Walikota Batu.
5. De\f,'an Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya

disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kota Batu.

6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Batu.
7. Kelurahan adalal bagian wilayah dari kecamatan

sebagai perangkat kecamatan.
8. l,embaga Kemasyarakatan Kelurahan yang selanjutnya

disingkat LKK adalah lembaga yang dibentuk oleh
masya.rakat sesuai kebutuhan dan merupakan mitra
Pemerintah Kelurahan dalam memberdayakan
masyarakat.

9. Pembargunan Kelurahar adalah upaya peningkatan
kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar besamya
kesejahteraan masyarakat Kelurahan.

10. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya mewujudkan
kemampuan dar kemandirian dalam kehidupan
masyarakat berbangsa dan bemegara.

I 1. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah
LKK yang dibentuk melalui musyawarah setempat
dalam rangka pelayanan pemerintahan dan
kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Lurah.

12. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah
LKK yalfg dibentuk melalui musyawarah pengurus
Rukun Tetangga di wilayah keianya yang ditetapkan
oleh Lurah.

13. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga yang
selanjutnya disingkat PKK adatah LKK yang dibentuk
dalam rangka pembangunan masyarahat yang tumbuh
dari bawah yang pengelolaannya dari, oleh dan untuk
masya,rakat menuju terwujudnya keluarga yang
berimar dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera,
maju dan mandiri, keseta-raan dan keadilan gender
serta kesadaran hukum dan lingkungar.

14. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga
yang selanjutnya disingkat TP PKK adalah fasilitator,
perenc.ula, pelaksana, pengendali dan penggerak pada
masing-masing Lingkat pemerintahan, dan organisasi
kemasyarakatan/lembaga kemasyarakatan lainnya.
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15. Karang Taruna adalah LKK yang dibentuk sebagai
wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh
dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa
tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk
masya-rakat terutama generasi muda di wilayah
kelurahan terutama bergerak di bidang usaha
kesejahteraan sosial.

16. Pos Pelayanan Terpadu yang selaljutnya disingkat
Posyandu adalah LKK yang dibentuk sebagai wadah
pemeliharaan kesehatan yang dilakukan dari, oleh dan
untuk masyarakat yang dibimbing oleh petugas
terkait.

17. lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya
disingkat LPM adalal LKK yarg dibentuk atas
prakarsa masyarakat sebagai mitra kelurahan dalam
menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan
masyarakat di bidang pembangunan.

18. Tokoh Masyarakat adalah individu yang memberikan
kontribusi positil kepada pembangunan, bertempat
tinggal di wilayah kelurahan bersangkutan, dikenal
dan menjadi panutarl masyarakat.

19. I-embaga Adat Kelurahan atau sebutan lainnya yang
selanjutnya disingkat LAK adalah lembaga yang
menyelenggarakan lungsi adat istiadat dan menjadi
bagian dari susunar asli Kelurahan yang tumbuh dan
berkembang atas prakarsa masyarakat Kelurahan.

Pasal 2

Tujuan pengaturan LKK dan LAK meliputi:
a. mendudukkan fungsi LKK dan LAK sebagai mitra

Pemerintah Kelurahal dalam meningkatkar
partisipasi masyarakat;

b. mendayagunal<an LKK dan LAK dalam proses
pembangunan Kelurahan; dan

c. menjalrlin kelancaran pelayanan penyelenggaraan
Pemerintahar Kelurahal

BAB II
LKK

B.glan Keiatu
Pembentukan dan Penetapan

Pasal 3

(l) LKK dibentuk atas prakarsa Kelurahan dan
masyarakat.

(2) Pembentukan LKK sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dengan memenuhi persyaratan:
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a. berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. berkedudukan di Keluralan setempat;
c. keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan

masyarakat Kelurahan;
d memiliki kepengurusan yang tetap;
e. memiliki sekretanat yang bersifat tetap; dan
f. tidak beraflliasi kepada partai politik.

Baglan Kedua
Tugas dan Fungsl

Pasal 4

(1) LKK bertugas:
a. melakukan pemberdayaan masyarakat Kelurahan;
b ikut serta dalam perencanaar dan pelaksaraar

pembangunan; dan
c. meningkatkan pelayalan rnasyarakat Kelurahan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b, LKK mengusulkan program dan
kegiatan kepada Kelurahan.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimala dimaksud
dalam Pasal 4, LKK memiliki fungsi:
a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
b. menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan

kesatua-n masyarakat;
c. meninBkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan

Pemerintah Kelurahan kepada masyarakat Kelurahan;
d. menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan,

melestarikan, dan mengembangkan hasil
pembangunar secara partisipatif ;

e. menumbuhkan, mengembangkan, dal menggeratkal
prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong
masyarakat;

f. meningkatl<an kesejalteraan keluarga; dan
g. meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Petagtrf I
Umum

Pasal 6

Baglan Ketlga
rrenis LNX

(l ) Jenis LKK paling sedikit meliputi:
a. RT;
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b_ Rw;
C. PKK;
d. Ka-rang Taruna;
e. Posyandu; dan
T LPM.

(2) Keluralan dar masyarakat Kelurahan dapat
membentuk LKK selain sebaBaimana dimaksud pada
ayat (l ) sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan.

Paragraf 2
RT

Pa.al 7

RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) hurufa
bertugas:
a. membantu Lurah dalem bidang pelayanan

pemerintahan;
b. membantu Lurah dalam menyediakan data

kependudukan dan perizinan; dan
c. melaksanakan tugas lain yarg diberikan oleh Lurah.

Pasal 8

Pembentukan RT dilakukan dengan ketentuan sebagai
berikut:
a. RT terdiri atas paling sedikit 50 (lima puluh) Kepala

Keluarga dan dibentuk sesuai dengan kebutuhan
masyarakat dengan mempertimbangkan efektivitas
dan efisiensi pelayanan;

b. Pembentukan RT dalam rangka pemecahan atau
penggabungan RT yang sudah ada, dilakukan melalui
musyawarah untuk mufakat yang dihadiri setiap
Kepala Keluarga, Pengurus RT induk, dan difasilitasi
oleh Ketua Rw;

c. Dalam hal pemilihan Ketua RT sebagaimana
dimaksud pada huruf b melalui musyawarah tidak
diperoleh kesepakatan, maka dilakukan dengan cara
pemilihan dengan suara terbanyak;

d. Pemilihan Ketua RT sebagaimana dima-ksud pada ayat
huruf b dianggap sah apabila paling sedikit dihadiri
oleh 507o (lima puluh perseratus) ditambah I (satu)
dari jumlal ha-k pilih;

e. Hasil musyawarah pembentukan RT dibuat dalam
bentuk Berita Acara;

I Ketua RW menyampaikar Berita Acara sebagaimana
drmaksud pada huruf c beserta dajtar hadir kepada
Lurah; dan

g. Pembentukan RT ditetapkan dengan Keputusan
Lurah.
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P.3al 9

(1) Susunan Pengurus RT terdiri atas:
a. Ketua;
b. Sekretaris;
c. Bendahara;
d. Bidarg sesuai denSan kebutuhan; dan
e. Anggota.

(2) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e
adalah penduduk s€tempat yang terdaftar pada Kartu
Keluarga yang diwakili oleh Kepa.la Keluarga.

Pa.al 10

Persyaratan menjadi Pengurus RT sebagai berikut:
a. wargla negara Republik Indonesia;
b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
c. berkelakuan baik, jujur, adil dan cakap;
d. penduduk Kelurahan setempat yang dibuktikan

dengan KTP Elektronik atau Kartu Keluarga;
e. dapat membaca dan menulis;
f. berumur paling sedikit 2l (dua puluh satu) tahun;

darr
g. tidak menjadi anggota salah satu partai politik.

Pasal 11

Tata Cara Pemilihan Pengurus RT dilakukar dengan
ketentuan sebagai berikut:
a. Lurah membentuk Panitia Pemilihan untuk

melaksanakan musyawarah pemilihan Pengurus RT;
b. Panitia sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri

atas Lurah dan/atau Perangkat Keluralan serta
unsur masyarakat;

c. Susunan Panitia Pemilihan RT terdiri atas:
1. Lurah atau pejabat yang ditunjuk sebagai Ketua;
2. 1 (satu) satu orang Sekretaris; dan
3. (3) orang anggota.

d. Panitia Pemilihan RT ditetapkan dengan Keputusan
Lurah.

Pa.s.l 12

(l ) Pemilihan Pengurus RT sebaBaimana dimaksud dalam
Pasal 11 dilaksanakan dalam musyawarah RT.

(2) Peserta musyawa.rah s€baBaimana dimaksud pada
ayat (1) terdiri dari:
a. unsur Pengurus RT masa bakti sebelumnya;
b. tokoh masyarakat; dan
c. unsur Lainnya seauai kebutuharuya.
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(3) Panitia p€milihan RT mengundang peserta
musyawarah untuk menentukan Pengurus Calon RT.

(4) Panitia menyusun tata tertib musyawarah pemilihan
Penturus RT.

(5) Hasil musyawarah pemilihan Pengurus RT dibuat
dalam bentuk berita acara yarg di tanda tangani oleh
panitia.

(6) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan
daftar hadir peserta musyawarah di sampaikar
kepada Lurah.

(7) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud
pada ayat (5), Lurah menetapkan susunan pengurus
RT dengan Keputusan Lurai.

Pasal 13

(1) Masa Bhakti Pengurus RT selama 5 (lima) tahun
terhitung sejak tanggal ditetapkan.

(2) Pengurus RT menjabat paling banyak 2 (dua) kali
masa jabatan s€caja berturut-turut atau tidak secara
berturut-turut,

(3) Pengurus RT berhenti atau diberhentikan karena:
a. habis masa bhal<ti;
b. meninggal durria;
c. mengundurkan diri;
d. menjadi pengurus partai politik atau terpilih

menjadianggota legislatif;
e. pindah tempat tinggal keluar dari q/ilayah RT yang

dijabatnya; dan
t tidak lagi memenuhi syarat menjadi Pengurus RT

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

Pasel 14

(1) Dalam hal Ketua RT berhenti atau diberhentikan
sebelum habis masa bhaldinya, Pengurus RT
mengadakan musyawaral untuk menunjuk salah
satu Pengurus sebagai Pelaksara Tl]gas Ketua RT.

(2) Pelaksana T\rgas sebagaimana dimaksud pada ayat (l)

ditetapkan dengan Keputusar Lurah.
(3) Ketua RT pengganti antarwaktu harus ditetapkan

paling lama 3 (tiga) bulan sejak penetapan Pelaksana
Tugas sebagaimala dimal<sud pada ayat (2).

(4) Dalam hal Pengurus RT selair Ketua berhenti atau
diberhentikan sebelum habis masa bhaktinya, Ketua
RT mengadal<al musyawarah RT untuk memilih salah
satu warga sebagai Pelaksala Tugas.

(5) Pelaksana Tugas sebagaimana dimal<sud pada ayat (4)

ditetapkan dengan Keputusal Lurah.
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(6) Pengurus RT pengganti antarwalatu harus ditetapkan
paling lama 3 (tiga) bulan sejak penetapan Pelaksana
Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(7) Pemilihan Ketua RT pengganti antarwaktu
setragaimana dimaksud pada ayat (3) dan Pengurus
RT pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud
pada ayat (6) dilatsanakar sesuai ketentuan dalam
Pasal ll dan Pasal l2

Pasal 15

(1) Musyawarah RT merupakan wadah permufakatan
tertinggi datam pengambilan keputusan di lingkungan
RT.

(2) Musyawarah RT dihadiri oleh Kepala Keluarga dan
dilaksanakan paling sedikit 3 (tiga) kali da1am
setahun.

(3) Tata cara pelaksanaan musyawarah RT ditetapkan
berdasarkan kesepakatan anggota.

(4) Musyawarah RT berfungsi untuk:
a. memilih Pengurus RT;
b. menetapkan dan merumuskan program keda RT;

dan
c menerima da.rr mengesahkan pertanggungiawaban

Pengurus RT.

(1) Pendanaa-n RT bersumber dari $tr'adaya masyarakat,
Pemerintah/Pemerintah Pro\.insi/ Pemerintah Daerah
dan/atau sumber dana lainnya yang sah sesuai
dengan ketentua.n peraturar perundang undangan-

(2) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola
secara transparan, diadministrasikan secara tertib,
dan dilaporkan dalam pertarggungjawaban pengurus
RT.

Paragraf 3
RW

RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) hurufb
bertugas:
a. memba-ntu Lurah dalam bidang pelayanan

pemerintahan;
b. membartu Lurah dalam menyediakan data

kependudukan dan perizinan; dan
c. melaksala-kal tugas lain yang diberikan oleh Lurah.
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Paeel l8

Pembentukan RW ditakukan dengan ketentuan sebagai
berikut:
a. RW terdiri atas palinB sedikit 3 (ti8a) RT dan dibentuk

sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
b. Pembentukan RW dalam rangka pemecahan atau

penggabungan Rukun warga yang sudah ada,
dilakukan melalui musyawarah yarg dihadiri
perwakilan Kepala Keluarga, Pengurus RW induk,
Pengurus RT, Tokoh Masyarakat, darl difasilitasi oleh
Lura}r;

c. Dalam hal pemitihar Ketua RW sebagaiEana
dimaksud pada huruf b melalui musyawarah tidak
diperoleh kesepakatan, maka dilakukan dengan cara
pemilihan dengan suara terbanyak;

d. Pemilihan Ketua RW sebagaimana dimalsud pada
huruf b dianSgap sah apabila paling sedikit dihadiri
oteh 50olo (lima puluh perseratus) ditambah I (satu)
dari jumlah hak pi-lih;

e. Hasil musyawarah pembentukan RW dibuat dalam
bentuk dalam Berita Acara;

f. Berita Acara sebagaimana dimaksud pada huruf c
beserta dafta-r hadir disampaikan kepada Lurah; dan

g. Pembentukan RW ditetapkan dengan Keputusan
Lurah.

Pasal 19

Susunan Pengurus RW terdiri atas
a. Ketua;
b. Sekretaris;
c. Bendahara; dan
d. Bidang sesuai kebutuhan.

Prral 2O

(1) Persyaratan menjadi Pengurus RW sebagai berikut:
a. warga negara Republik lndonesia;
b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
c. berkelakuan baik, jujur, adil, dan cakap;
d. penduduk Kelurahan setempat yang dibukikan

dengan KTP Elektronik atau Kartu Keluarga;
e. dapat membaca dan menulis;
f. berumur paling sedikit 2l (dua puluh satu) tahun;

darr
g sehat jasmani dan rohani.

(2) Pengurus RW tidak merangkap jabatan sebagai
Pengurus hmbaga Kemasyarakatan lainnya di
Kelurahan.
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(3) Pengurus RW tidak menjadi anggota salah satu partai
politik.

Pasal 21

Tata Cara Pemilihar Pengurus RW dilakukan dengan
ketentuan sebagai berikut:
a. Lurah membentuk Panitia Pemilihan untuk

melaksanakan musyawarah pemilihan Pengurus RW;
b. Panitia sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri

atas Lurah dan/atau Perangkat Kelurahan serta
unsur masyarakat;

c Susunan Panitia Pemilihan RW terdiri atas:
1. Lurah atau Pejabat yang ditunjuk sebagai Ketua;
2. 1 (satu) orang Sekretaris; dan
3. 3 (tiga) orang anggota-

d. Paritia Pemilihar RW ditetapkan dengan Keputusan
Lurah.

Pasal22

(1) Pemiliharr Pengurus RW sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2l dilaksanakan dalam musyawarah RW.

(2) Peserta musyawarah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) terdiri atas:
a. unsur Pengurus RT atau perwakilan RT;

b. unsur Pengurus RW masa bhakti sebelumnya;
c. tokoh masyarakat; dan
d, unsur lainnya sesuai kebutuhan.

(3) Panttia Pemilihan RW mengunda-ng peserta
musyawarah pem lhan Pengurus RW.

(4) Panitia menyusun tata tertib musyawarah pemilihan
Pengurus RW.

(5) Hasit musyawarah pemilihan Pengurus RW dibuat
dalam bentuk Berita Acara yang ditandatangani
Panitia.

(6) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5)

beserta daftar hadir peserta musyawarah disampaikan
kepada Lurah.

(7) Berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud
pada ayat (5), Lurah menetapkan susunan Pengurus
RW dengal Keputusan Lurah.

Pasal 23

(1) Masa Bhakti Pengurus RW selama 5 (tima) tahun
terhitung sejak ta-ngga-l ditetapkar.

(2) Pengurus RW menjabat paling banyak 2 (dua) kali
masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara
berturut- turut.
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(3) Pengurus RW berhenti atau diberhentikan karena:
a. habis masa bhakti;
b. meninggal dunia;
c, mengundurkan diri;
d, menjadi pengurus partai politik atau terpilih

menjadi anggota legislatif;
e. pindah tempat tingga.l keluar dari wilayah RW

yang dijabatnya; dan
f tidak lagi memenuhi syarat menjadi Pengurus RW

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.

Pasal 24

(1) Dalam hal Ketua RW berhenti atau diberhentikan
sebelum habis masa bhaktinya, Pengurus RW
mengadakan musyawarah untuk menunjuk salah
satu Pengurus sebagai Pelaksana Tugas Ketua RW.

(2) Petaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan dengan Keputusan Lural
(3) Ketua RW pengganti antarwaktu harus ditetapkan

paling lama 3 (tiga) bulan sejak p€netapan Pelaksana
Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Daiam hal Pengurua RW selain Ketua berhenti atau
diberhentikan sebelum habis masa bhaktinya, Ketua
Rw mengadakan musyawarah RW untuk memilih
salah satu warga sebagai Petaksana T\rgas.

(5) Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
(6) Pengurus RW pengganti antarwaldu harus ditetapkar

paling lama 3 (tiga) bulan sejak penetapan Pelal<sana
Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(7) Pemilihan Ketua RW pengganti antarwaktu
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan Pengurus
Rw pengganti artarwaktu sebagaimana dimal<sud
pada ayat (6) dilaksaaakan sesuai ketentuan dalam
Pasal 21 dan Pasal 22.

Paeal 25

(1) Musyawarah RW merupakan wadah pemufakatarr
tertinggi dalam pengambilan keputusan di lingkungan
RW.

(2) Musyawarah RW dihadiri oleh Pengurus RT dan
dilaksanakar pa.ling sedikit 3 (tiga) kafi dalam
setahun.

(3) Tata cara pelaksanaan musyawarah Rw ditetapkan
berdasarkan kesepakatan anggota.

(4) Musyawarah RW berfungsi untuk:
a. memilih pengurus RW;
b. mehetapkan dan merumuskan program keda RW;
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c menerima dan mengesahkan pertanggungtawaban
Pengurus RW.

Pa.al 26

(1) Pendanaan RW bersumber dari swadaya masyarakat,
Pemerintah/Pemerintah Provinsi/ Pemerintah Daerah,
dan/atau sumber dana lainnya yang sah sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola
secara transparan, diadministrasikan secara tertib,
dan dilaporkan dalam pertanggungjawaban Pengurus
RW.

Paragraf 4
PKX

Pa.al 27

(1) PKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1)

huruf c, bertugas membantu Lurah dalam
melal<sarlal<an pemberdayaan kesejahteraan keluarga.

(2) Tugas sebagaimana dimal<sud pada ayat (l) secara
operasional dilaksanakan oleh TP PKK.

Paeal 28

(1) Tugas TP PKK sebagai berikut:
a. merencanakan, melaksarakar dan membina

pelaksanaan program keda PKK sesuai dengal
keadaan dan kebutuhan masyarakat;

b. menghimpun, menggerakkan dar membina
potensi masyarakat khususnya keluarga untuk
terlaksaranya pro$am keda PKK;

c. memberikan bimbingaa, motivasi dan
memfasilitasi TP PKK/kelompok-ketompok PKK
dibawahnya;

d. menyampaikan laporan tentang pelaksanaan
kegiatan Cerakarl PKK kepada Lural setaku
Pembina TP PKK Kelurahan dan kepada WaJi Kota
melalui Camat serta kepada TP PKK Kecamatan;
dan

e. melakukar penyusuan, pelaporan, evaluasi dal
monitoring terhadap pelaksanaan program-
program PKK.

(2) Fungsi TP PKK sebagai berikut:
a. penj,uluh, motivator, dan penggerak masyarakat

agar mau dan mampu melasaaakan program PKK;
dar

b. fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali,
pembina, dan pembimbing gerakan PKK.
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Pasal 29

Pembentukan TP PKK dilakukan dengan ketentuan
sebagai berikut:
a. Pembentukan TP PKK ditetapkan dengan Keputusan

Walikota;
b. Ketua TP PKK dijabat oleh isteri Lurah; dan
c. Ketua TP PKK sebagaimana dimaksud pada huruf b

apabila Lurah seorang perempuar atau tidak
mempunyai isteri dapat ditunjuk istri Sekretaris
Kelurahan/yang setingkat atau anggota yang memiliki
kemampuan.

Pesal 3()

(1) Untuk membantu TP PKK Kelurahan, dibentuk
kelompok PKK tingkat RW dar Kelompok PKK tingkat
RT.

{2) Ketua Kelompok PKK tingkat RW atau RT dipilih dari
anggota kelompok yang ditetapkan oleh Ketua TP PKK
Kelurahan dan diketahui oleh Lurah.

Palal 3l
Susuna:r Organisasi TP PKK terdiri atas
a. Ketua;
b. Wakil Ketua;
c. Sekretaris;
d- Bendahara;
e. Ketua Kelompok Ke4a I, terdiri dari:

l Seksi Penghayatan Dan Pengamalar Pancasila;
dar

2. Seksi Gotong Royong.
f. Ketua Kelompok KeI]a ll, terdiri dari:

1. Seksi Pendidikan Dari Keterampilan; dan
2. Seksi Pengembangan Kehidupan Berkoperasi.

g. Ketua Kelompok Keda III, terdiri dari:
1. Seksi Pangan;
2. Seksi Sandang; dan
3. Seksi Perumahan Dan Tata Laksana Rumah

Tangga.
h. Ketua Kelompok Kerja lV, terdiri da-ri:

1. Seksi Kesehatan;
2. Seksi Kelestarian Lingkungan Hidup; dan
3. Seksi Perencanaar Sehat.

Paral 32

(I) Yang dapat dipilih menjadi Pengurus TP PKK
Kelurahan merupakan warga negara Indonesia yang
memenuhi sya.rat sebagai berikut:

halmd 14 ddi 33 hlm...



Pasal 33

(1) Masa Bhakti Ketua Tp pKK berakhir bila jabatan
Lurah berakhir atau berhalangan tetap atau
meninggal dunia.

(2) Masa Bhakti Anggota Tp pKK ada.lah S (lima) tahun
(3) Masa Bhal<ti Anggota Tp pKK berakhir karena

permintaan, pengunduran diri, meninggal dunia,
berakhir masa bhakti dar sebab lain yang ditetapkan
oleh Ketua TP PKK.

Pasal 34

(1) Pendanaal TP PKK Kelurahan bersumber dari
swadaya masyaral<at, Pemerintah/Pemerintah
Provinsi/ Pemerintah Daerah, dar/atau sumber dana
lainnya yang sall sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangarl.

(2) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola
secara tansparan, diadministrasikan secara tertib,
dal dilaporkan dalam pertanggunglawabaa Pengurus
TP PKK Kelurahan.

Paragraf 5
Raraag Taruna

Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
ayat (1) huruf d, bertugas membantu Lurah dalam
rnenanggulangi masalah kesejahteraan sosial dan
pengembangan generasi muda, baik yarlg bersifat
preventif, rehabilitatif, maupun pengembangan potensi
generasi muda di Lingk ungannya.

halaman 15 dEi 33 hln.

a. beriman dsn bertaqwa kepada Tuhan yang Maha
Esa;

b. berkelakuan baik, jujur, adil, dan cakap;
c. penduduk Keluraha-n setempat yang dibuhikan

dengal KTP Elektronik ateu Kartu Keluarga;
d. bukan anggota partai politik;
e. dapat membaca dan menulis;
f. berumur paling sedikit 21 (dua puluh satu)

ta}lun;darl
g. sehat jasmani dan rohani.

(2) Dikecualikar dari persyaratan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c adalah Ketua Tp pKK.

Pasal 35



Pasal 36

Pembentukar Karang Taruna dilakukan dengan
ketentual sebagai berikut:
a. Pembentukan Kararg Taruna ditetapkan dengan

Keputusan Lurah;
b. Pembentukan Karang Taruna dilakukan melalui

musyawarah tokoh masyarakat, generasi muda, dan
lembaga kemasyaralatan lainnya;

c. Hasil musyawarah pembentukan Karang Taruna
dibuat dalam bentuk Beiita Acara;

d. Berita Acara sebagaimana dimaksud pada huruf c

beserta daftar hadir disampaikan kepada Lurah; dan
e Pembentukan Kararg Taruna ditetapkan dengan

Keputusan Lurah.

Pasal 37

Susunal Organisasi Karang Taruna terdiri atas:
a. Ketua;
b. Wakil Ketua;
c. Sekretaris;
d. Bendahara; dan
e. Seksi-seksi sesuai kebutuhan.

Pasal 38

(1) Yarg dapat dipiLih menjadi Pengurus Ka-rang Taruna
ada.tah WaJga Negara Indonesia yarlg memenuhi
syarat sebagai berikut:
a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

b. berkelakuan baik, jujur, adit, cakap dan
berwibawa;

c. penduduk Keluralan setempat yang dibuktikan
dengal KTP Elektronik atau Kartu Keluarga;

d. dapat membaca darl menulis;
e. berumur 17 (tujuh belas) sampai dengan 45

(empat puluh lima) tahun;
f. sehat jasmani dan rohani:
g. memiliki pengetahua-n dan keterampilan

berorganisasi, kemauan dan kemampuan
pengabdian di bidang kesejahteraan sosial.

(2) Ketua dan Pengurus Karang Taruna tidak merangkap
jabatan sebagai pengurus l€mbaga Kemasya-rakatan
lainnya.

(3) Ketua dan Pengurus Karang Taruna tidak menjadi
anggota salah satu partai politik.
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Pasal 39

Pasal 40

(1) Pemilihan Pengurus Karang Taruna sebagaimala
dimaksud dalam Pasal 39 dilaksanakan dalam
musyawarah Karalg Taruna.

(2) Peserta musyawarah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) terdiri atas:
a. unsur pengurus RT atau perwa-kilan RT;
b. unsur pengurus RW atau perwakilan RW;
c. unsur Pengurus Karang Ta-runa masa bhakti

sebelumnya;
d. tokoh masyarakat; dan
e. unsur lainnya sesuai kebutuhan.

(3) Panitia Pemilihan Karang Taruna mengundang
peserta musyawarah pemilihan Pengurus Kamng
Taruna.

(4) Panitia menyusun tata tertib musyawarah pemilihan
Pengurus Karang Taruna.

(5) Hasil musyawarah pemilihan Pengurus Karang
Taruna dibuat dalam bentuk Berita Acara yang
ditandatangar Panitia.

(6) Berita Aca-ra sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

beserta dajtar hadir peserta musyawarah disampaikan
kepada Lurah.

(7) Berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud
pada ayat (5), Lurah menetapkan susunan Pengurus
Karang Taruna dengan Keputusan Lurah.

Tata Cara Pemilihan Pengurus Karang Taruna dilakukal
dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Lurah membentuk Panitia Pemitihal untuk

melaksanakan musyawarah Pemilihan Pengurus
Karang Taruna;

b. Panitia sebagaimana dimal<sud pada huruf a hasil
musyawarah Lurah dan Ketua RT, Ketua RW, tokoh
masyarakat, dan generasi muda;

c. Panitia Pemilihan Pengurus Karang Taruna ditetapkan
dengan Keputusan Lura-h; dar

d. Susunan Paritia Pemiliha-n Pengurus Karang Taruna
terdiri atas:
1. Ketua;
2. Sekretaris yang diisi oteh tokoh masyarakat

setempat; da-n
3. 3 (tiga) orang anggota.
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Pasal 41

(1) Pengurus Karang Taruna berhak untuk
menyampaikan saran dan pertimbangan kepada
Lurah mengenai ha.l yang berhubungan dengan
kelancaran pelaksana,an tugas usaha kesejahteraan
sosial, pembangunan, dan kemasyaral<atan.

(2) Pengurus Karang Taruna mempunyai kewajiban:
a. melaksanakan tugasnya sesuai dengan tugas dan

Iungsinya;
b. melal<sanakan keputusan musyawarah Anggota;
c. membina kerukuna-n hidup warga; dan
d. menyampaikan Iaporan pertanggungia\a'aba!

pelaksanaal tugas Pengurus Karang Taruna
dalam musyawarah Anggota.

Pasal 42

(1) Pengurus Ka-rang Taruna ditetapkan dengan
Keputusan Lurah.

(2) Masa Bhalti Pengurus Karang Taruna ditetapkan
selama 5 (lima) tahun terhitung sejak targgal
ditetapkan dan paling banyak 2 (dua) kali masa
jabatar secara berturut-turut atau tidak secara
berturu t- tu rut.

(3) Pengurus Karang Ta-runa berhenti atau diberhentikan
karena:
a. habis masa bhakti;
b. meninggal dunia;
c mengundurkar diri;
d. menjadi pengurus partai potitik atau terpilih

menjadi anggota legrslatit dan
e. tidak lagi memenuhi syarat menjadi Pengurus

Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam
Pasat 38-

Pasal 43

(l) Dalam hal Ketua Karang Taruna berhenti atau
diberhentikan sebelum habis masa bhaktinya,
Pengurus Karang Ta-runa mengadakan musyawarah
untuk menunjuk salah satu Pengurus sebagai
Pelalsana Tugas Ketua Karang Taruna.

(2) Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1)

ditetapkan dengarl Keputusan Lural.
(3) Ketua Karang Taruna pengganti anta.r"aktu harus

ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan sejak penetapan
Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(2).
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(4) Dalam hal Pengurus Karang Taruna selain Ketua
berhenti atau diberhentikan sebelum habis masa
bhaktinya, Ketua Karang Taruna mengadakan
musyawarah anggota untuk memilih salah satu
anggota sebagai Pelaksana Tugas.

(5) Pelaksana Tugas sebagaimana dima,ksud pada ayat (4)

ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
(6) Pengurus Kararg Taruna pengganti antarwaktu harus

ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan sejak penetapan
Pelaksana T\rgas sebagaimala dimaksud pada ayat
(21

(7) Pemilihan Ketua Kdang Taruna pengganti artarwaktu
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan pengurug
Karang Taruna pengganti antarwaktu sebagaimana
dimaksud pada ayat (6) dilaksanakar sesuai
ketentuan dalarn Pasal 39 dan Pasal 40,

P sal 44

(1) Musyawamh Anggota Ka-rarrg Taruna merupa-kan
wadah permusyawaratan dan pemufakatan tertinggi
daiam pengambilan keputusan pada Karang Taruna
Kelurahan yang diwaki.ti oleh Pengurus Kelompok
Karang Taruna tingkat RT, Pengurus Kelompok
Karang Taruna tingkat RW, dan Pengurus Karang
Taruna Kelurahan.

(2) Tata cara pelaksanaan musyawarah anggota
ditetapkan berdasarkan kesepakatan arggota.

(3) Musyawarah Karang Taruna Kelurahan dilaksanakan
palinB sedikit I (satu) kali dalam setahun.

(4) Musyawarai Kararg Taruna Kelurahan berfungsi
untuk:
a. memilih Pengurus Karang Taruna Kelurahan;
b, menetapkan dan merumuskan program kerja

Karaag Taruna;
c. menerima dan mengesahkan pertanggundawaban

pengums Karang Taruna Kelurahan.

i
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Pa.aI 45

(1) Pendanaan Kararg Taruna bersumb€r dari swadaya
masyarakat, Pemerintah/Pemerintah Provinsi/
Pemerintah Daerah dan/atau sumber dana lainnya
yang sah sesuai dengan ketentuan Praturan
perundang- undangan.

(2) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola
secara tranaparar, diadministrasikan secara tertib,
dan dil,aporkan dalam pertanggun&jawaban pengurus
Karang Taruna.



Parograf 6
Poslrandu

pasal 46

Posyandu sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (l)
huruf e bertugas membantu Lurah da.larn peningkatan
pelayanar kesehatan masyaral<at Kelurahan.

Pasal 47

Pembentukan Posyandu dilakukan dengan ketentuan
sebagai berikut:
a. Posyandu dibentuk sesuai dengal kebutuhan

masyarakat.;
b. Pembentukan Posyandu dilakukan melalui

musyawarah tokoh masyarakat, generasi muda, dan
lembaga kemasyarakatan lainnya;

c. Hasil musyawarah pembentukan posyandu dibuat
dalam bentuk Berita Acara;

d. Berita Acara sebagaimana dimaksud pada huruf c
beserta daftar hadir disa:npaikan kepada Lurah,

e. Pembentukan Posyandu ditetapkar dengarr
Keputusan Lurah.

Pasal 49

Tata Cara Pemilihan Pengurus Posyaldu dilakukan
dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Pemilihan Pengurus Posyandu dilaksanakan melalui

musyawarah Posyandu Kelurahan dan dihadiri oleh
Lurah, unsur RW, RT, tokoh masyarakat, tokoh
agama, pemuda. dan unsur lainnya.:

b. Hasil musyawarah pemiLihan Pengurus Posyandu
dibuat dalam bentuk Berita Acara;

c. Berita Acara sebagaimana dimalsud pada huruf b
beserta daftar hadir peserta musyawarah disampaikan
kepada Lurah; dan

d. Berdasarkal Beiita Acara sebagaimana dimaksud
pada huruf c, Lurah menetapkan susunal Pengurus
Posyandu dengan Keputusan Lurah.

hdue 20 d&i 33 hhE.

Pasal 48

Susunan Organisasi Posyandu terdiri atas:
a. Ketua;
b. Sekretaris;
c- Bendahara; dan
d. Kader merangkap alggota.



Paeal 50

Pasal 51

(1) Pengurus Posyandu berhak untuk menyarnPaikan
saran dar pertimbangan kepada Lurah mengenai hal
yang berhubungan dengar kelancaran pelaksanaan
tugas usaha kesejahteraan sosial, pembalgunan, dan
kemasyarakatan .

(2) Pengurus Posyardu mempunyai keo'ajiban:
a. melaksanakan tugasnya sesuai dengan tugas dan

Iungsinya;
b. melaksalalan keputusan musyawarah Anggota;

dan
c. menyampaikan laporan pertanggungjawaban

pelaksanaan tugas Pengurus Posyandu dalam
musyawa,rah Anggota.

Pasal 52

(1) Masa Bhakti Pengurus Posyandu ditetapkan selama 5
(lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan
paling balyak 2 (dua) kali masa jabatan secara
berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

(2) Pengurus Posyandu berhenti atau diberhentikan
karena:
a. habis masa bhaldi;
b. meninggal dunia;
c. mengundurkar diri;

hal.mm 2 I ddi 33 hlm

(l) Yang dapat dipilih menjadi Pengurus Pos Pelayanan
Terpadu adalah Warga Negara lndonesia yang
memenuhi syarat sebagai berikuti
a. bertaqwa kepada Tuhan Yalg MaIa Esa;
b. berkelakuan baik, jujur, adi1, dan cakap;
c. penduduk Kelurahan setempat yang dibuktikan

dengan KTP Etektronik atau Kartu Keluarga;
d. dapat membaca dan menulis;
e. berumur 17 (tujuh belas) sampai dengar 45

(empat puluh lima) tahun;
f. sehat jasmani dan rohani:
g. memiliki pengetaluan dan keterampilart

berorganisasi, kemauan dar kemampuan
pengabdian di bidang kesejahteraar sosial

(2) Ketua dan Pengunrs Posyandu tidak meraagkap
jabatan sebagai pengurus lembaga Kemasyarakatan
lainnya.

(3) Ketua dan Pengurus Posyandu tidak menjadi anggota
salah satu partai politik.



d. menjadi pengurus partai politik atau terpilih
menjadi anggota legislatif; dan

e. tidak lagi memenuhi syarat menjadi Ketua
Posyardu aebagaimana dimaksud dalam pasal 50.

Pagal 53

(l) Dalam hal Ketua posyandu berhenti atau
diberhentikan sebelum habis masa bhaktinya,
Pengurus Posyandu rnen gadakar musyawarah untuk
menunjuk sala}I satu Pengurus sebagai pelalsana
T\]gas Ketua Posyandu.

(2) Pelaksana T\rgas sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
ditetapkal dengan Keputusan Lurah.

(3) Ketua Posyandu pengganti antarwa-ktu harus
ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan sejak penetapan
Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
12).

(4) Dalam hal Pengurus posyandu selain Ketua berhenti
atau diberhentikan sebelum habis masa bhaktinya,
Ketua Posyandu mengadakan musyawarah anggota
untuk memilih salah satu anBgota sebagai pelaksana
Ttrgas.

(5) Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
ditetapkan dengan Keputusar Lurah.

(6) Pengurus Posyandu pengganti antarwaktu harus
ditetapkajr paling tarna 3 (tiga) bulan sejak penetapan
Pelalsana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
l2l.

(7) Pemilihan Ketua Posyandu pengganti alta-rwaltu
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan Pengurus
Posyandu penBganti antarwaktu sebagaimana
dimaksud pada ayat (6) dilakeenal<an eeeuai
ketentuan dalam Pasat 49.

Pasal 54

(1) Musyawarah Posyandu Kelurahan merupakan wadah
perrnusyawaratan dan pemufakatan tertinggi dalam
pengambilsr keputusan pada Posyandu Kelurahar
yang diwakili oleh Pengurus Kelompok Posyandu
tingkat RT, Pengurus Kelompok Posyandu tingkat RW,
dan Pengurus Posyandu Kelurahan.

(2) Tata cara pelaksaraan musyawarah anggota
ditetapkan berdasarkan kesepalatan anggota.

(3) Musyawarah Posyandu Kelurahan dilaksanal<an
paling sedikit I (satu) ka.li dalam setahun.

(4) Musyawarah Posyandu Kelurahan berfungsi untuk:
a. memilih pengurus Posyandu;

halainan 22 dan 33 hih.



b. menetapkan dal merumuskan program keqa
Posyandu;

c. menerima dari mengesahkan pertanggungiawaban
Pengurus Posyandu,

pa..l Ss

(1) Pendanaan Posy-andu bersumber dari swadaya
masyaralat, Pemerintah/pemerintah provinsi/
Pemerintah Daerah, dan/atau sumber dana lainnya
yang sah sesuai dengal ketentuan peraturan
perundang-undalgan-

(2) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (l) diketota
secara transparan, diadministrasikan secara tertib,
dan dilaporkan dalan pertanggungjawaban pengurus
Posyandu.

Paragraf 7
LPM

Pasal 56

LPM sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf
f, bertugas membantu Lurah dalam menyerap aspirasi
masyarakat terkait perencanaar pembangunan
Kelurahan dan menggera-kkan masyarakat dalam
pelaksanaan pembangunan kelurahan dengan swadaya
gotong royong.

Pasal 57

LPM dalam melaksanakan tugas sebagaimana dlmaksud
dalam Pasal 56 mempunyai fungsi:
a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat

dalam pembangunan;
b. penanaman darr pemupukan rasa persatuan dan

kesatuan masyarakat dalam rangka memperkokoh
Negara Kesatuan Republik Indonesia;

c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan
pemerintah kepada masyarakat;

d. penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestariar, dan
pengembangan hasil pembangunan seca-ra
partisipatif;

e. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa,
part-isipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat;
dan

f. penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi
sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup.

halBrnan 23 dar 33 hlrn. ,



Pasal 58

LPM dibentuk sebagai mitra Keluralar dalam
merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan
pembangunan di Kelurahan

Pasal 59

Susunan Organisasi LPM paling sedikit terdiri atas:
a. Ketua;
b. Sekretaris;
c. Bendahara;
d. Bidang Pemuda dar Olahraga;
e. Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana; dan
f. Bidang Pendidikan, Agama, dan Sosial Budaya.

Pasal 60

(1) Persyaratan menjadi pengurus LPM sebagai berikut:
a. wa-rga negara Republik lndonesia;
b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
c. setia dan taat kepada PancasiLa dan Undang-

Undang Dasar 1945;
d. berkelakuan baik, jujur, adil, dan cakap.
e. penduduk Kelura-han setempat yalg dibuklikan

dengan KTP Elektronik atau Kartu Keluarga;
f. dapat membaca dan menulis;
g. berumur palinB sedikit 21 (dua puluh satu) tahun;
h. mengenal daerahnya darl dikenal oteh masyarakat

di wilayah RT/ RW yang bersangkutan;
i. aktif dalam kegiatan kemasyarakatan;dan
j. sehat jasmani dan rohani.

(2) Pengurus LPM tidak meralgkap jabatan sebagai
Pengurus Lembaga Kemasyarakatan lainnya di
Kelurahar.

(3) Pengurus LPM tidak menjadi anggota salah satu
partai potitik.

Paral 61

Tata Cara Pemilihan Pengurus LPM dilakukan dengan
ketentuan sebagai berikut:
a, Lurah membentuk Panitia Pemilihan untuk

melaksanakan musyawarah Pemilihan Pengurus LPM;
b. Panitia sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri

atas Lurah dar/atau Perangkat Kelurahan serta
unsur masyarakat.;

c. Susunan Palitia Pemilihan Pen8urus LPM terdiri atas:
1. Lurah atau Pejabat yarg ditunjuk sebagai Ketua;
2. 1 (satu) orarg Sekretaris; dan
3. 3 (tiga) orarg anggota.
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d Parritia Pemilihan pengurus LpM ditetapkan dengan
Keputusan Lurah.

Pasal 62

(1) Pemilihan pengurus LpM ditaksanakan dengan cara
musyawarah.

(2) Panitia mengundang peserta musyawarah untuk
menentukan calon pengurus LpM berdasarkan
musyawarah warga.

(3) Dalam hal pemilihan pengurus sebagaimana
dimaksud pada ayat (f) melalui musyawarah tidal<
diperoleh kesepakatarr, maka dilakukan dengan cara
pemilihan dengal suara terbanyak.

(4) Peserta musyawarah terdiri dari:
a. unsur pengurus R? atau perwakilar RT;
b. unsur pengurus RW atau perwakilan RW:
c. tokoh masyara l<at; dan
d. unsur lainnya yang dianggap perlu eeeuai

kebutuhan.
(5) Panitia membuat tata tertib musyawarah pemililan

Pengurus LPM.
(6) Hasil musyawarah pemilihan pengurus LpM dibuat

dalam bentuk Berita Acara yang ditandatangani
panitia.

(7) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
beserta daJtar hadir peserta musyawarah disampaikan
kepada Lurah.

(8) Berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud
pada ayat (6), Lurah menetapkan susunan pengurus
LPM dengan Keputusan Lurah.

Pasal 63

haliod 2 5 dtui 33 blm

(1) Pengurus LPM berhal< untuk menyampaikarr saran
darr pertimbangan kepada Lurah mengenai hal yatg
berhubungan dengan kelancaral pelaksanaan tugas
pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

(2) Pengurus LPM mempunyai kewajiban untuk:
a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila,

melaksanakan Undang-Undalg Dasar Negara
Repubhk Indonesia Tahun 1945 serta
mempertahankan dan memelihara keutuhan
Negara Kesatuan Republik Indonesia;

b. melaksana.kan tugas sesuai dengan tugas dan
fungsinya;

c. melaksanakan keputusal musyawarah anggota;
d. membina kerukunan hidup warga;
e. bersama Lurah darl masyarakat merumuskan

bersama mengenai prioritas pembangunan di
Kelurahan; dan



f. menyampaikan laporar
pelaksanaan tugas LPM
anggota

pertanggunglawaban
dalam musyawarah

Pael 64

(1) Masa Bhakti Pengurus LPM selama 5 (lima) tahun
terhitung sejak tanegal ditetapkan dan paling banya,k
2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau
tidak sccara berturut-turut.

(2) Pengurus LPM berhenti atau diberhentikan karena:
a. habis masa bhal<ti;
b. meninggal dunia;
c. mengundurkan diri;
d. menjadi pengums partai politik atau terpilih

menjadi an ggota legislatif;
e. pindah tempat tinggal keluar wilayal Kelurahan

dimana menjabat menjadi Pengurus;
f. tidak lagi memenuhi syarat menjadi PenBurus

LPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59.
(3) Pengurus LPM yanB b€rhenti atau diberhentikan,

diganti sampai masa bhakti berakhir.
(4) Pemilihan pengganti antarwaldu Pengurus LPM

dilaksanakan dalam musyawarah anggota LPM untuk
diusulkaJr kepada Lurah.

(5) Berdasarkan pemilihan sebagaimana dimaksud pada
ayat (4), Lurah menetapkan pengganti anta-rwaku
Pengurus LPM.

Pacal 65

(1) Musyawarah anggota merupakan alat kelengkapan
dalam pengambilan keputusan pada LPM.

(2) Tata cara pelaksanaan musyawarah anggota
ditetapkan berdasarkan kesepakatan anggota.

(3) Musyawaralr anggota dilalsanakan pating sedikit 3
(tiga) kali dalam setahun.

(4) Musyawarah arggota berfungsi untuki
a. memilih pengganti antarwaktu Pengurus LPM

yang berhenti atau diberhentikan da.lam masa
bhakti;

b. menetapkan dan merumuskan program
ketembagaar Pemberdayaan Masyarakat; dan

c. menyusun pertanggungjawaban Pengurus LPM
tahunan dan akhir masa bhakti kepada Camat
melalui Lurah.
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(1) Pendanaal LPM bersumber dari swadaya masyarakat,
Pemerintah/ Pemerintah Proyinsi/Pemerintah Daerai,
dan/atau sumber dana lainnya yang sah sesuai
dengan ketentuan pe.aturar perundang-undangan.

(2) Dara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketola
secara transparan, diadministrasikan secara tertib,
dan dilaporkan dalam pertanggunglawaban Pengurua
LPM,

Pasal 67

(1) Dalam rangka pelaksanaan tugas dalam membantu
penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan,
pemberdayaan dan kemasyarakatan kelurahan,
pengurus LKK mempergunakan kelengkapan
administrasi setragai pendukung,

(2) Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) terdiri dari:
a. kop surat; dan
b. stampel

(3)Format kelengkapan administrasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagiar tidak terpisahkan dari
Peraturan Walikota ini.

BAB IV
LAK

Pasal 68

(1) LAK dapat dibentuk oleh Kelurahari dajl masya-ra]<at
Kelum.han.

(2) Pembentukan LAK sebagaimala dimal<sud pada ayat
(1), dengal memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasaj

Nega-ra Republik Indonesia Tahun 1945;
b. aktif mengembangkar nilai dan adat istiadat

setempat yang tidak bertentangan dengan hak
asasi manusia dan dipatuhi oleh masya-raftat;

c. berkedudukan di Kelurahan setempat;
d. keberadaannya bermanfaat darr dibutuhkan

masyarakat Kelurahan;
e. memiliki kepengurusan yang tetap;
I memiliki sekretariat yang bersifat tetap; dan
g. tidak berafiliasi kepada partai politik.

hrlanan 27 da;33 hln

Pasal 66

BAB III
ADMII{ISTRASI



Pasal 69

(1) LAK bertugas membantu Pemerintah kelurahan dan
sebagai mitra dalam memberdayatar, melestarikan,
dan mengembalgkan adat istiadat sebagai wujud
pengakuan terhadap adat istiadat masyarakat
Kelurahan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), LAK berfungsi:
a. meli.ndungi identitas budaya dan hak tradisional

masya-rakat hukum adat termasuk kelahiran,
kematian, perkawinan dan unsur kekerabata-n
lainnya;

b. melestarikar hal< ulayat, tanah ulayat, hutan
adat, dan harta dan/atau kekayaan adat lainnya
untuk sumber penghidupan warga, kelestarian
lingkungan hidup, dan mengatasi kemiskinar di
kelurahan;

c, mengembalgkan musyawarah mufakat untuk
pengambilan keputusan dalam musyawarah
Kelurahan;

d. mengembangkan nilai adat istiadat dalam
penyelesaian sengketa pemilikan waris, tanah dan
konflik dalam interaksi manusia;

e. pengembalgan nilai adat istiadat untuk
perdamaial, ketentraman dan ketertiban
masyarakat Kelurahan;

f. mengembangkan nilai adat untuk kegiatan
kesehatan, pendidikan masyaral{at, seni dan
budaya, Iingkungan, dar lainnya; dan

g- mengembangkan keda sama dengan l,AK lainnya.

Pasal 70

(l) Susunan Kepengurusan LAK terdiri atas:
a. Pemtrina;
b. Ketua;
c. Sekretaris:
d. Bendahara; dan
e. Seksi-seksi:

l) Seksi Pemberdayaan:
2) Seksi Pelestarian;
3) Seksi Penanganaj, Masalah; dan
4) Seksi Lainnya sesuai dengan adat istiadat

setempat.

hardm 28 dari 33 hlm

(3) Ketentuan lebih laljut mengenai pembentukan LAK
sebagaimana dimal<sud pada ayat (f) ditetapkan
denSan Keputusa, Lurah.



(2) LAI< terdiri atas unsur:
a, unsur paguyuban;
b. kelompok seni dan budaya Kelurahan;
c. kelompok permainan; dan
d. kelompok masyarakat yang memahami dan

melaksal akan adat istiadat-
(3) Kepengurusan LAK sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

PaBal 7l

(1) Hubungan keia LKK da-n LAK dengan Kelurahan
bersifat kemitraan dan konsultatif.

(2) Hubungan keia LKK dan LAK dengan kmbaga
Kemasyarakatan lainnya di Kelurahal bersifat
koordinatif.

Pasll 72

( 1 ) Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasal
terhadap pembentukan, pemberdayaan, dart
pendayagunaan LKK dan LAK sebagai mitra
Kelurahan di wilayahnya.

(2) Camat membantu Wali Kota melakukan pembinaan
darl pengawasan terhadap pembentukan,
pemberdayaan, dan pendayagunaan LKK dan LAK

sebagai mitra Kelurahan di wilayahnya.

BAB V
PEUBII{AAI{ DA.!t PEI{GAWASAIT

EA8 VI
KETEI{TUAIT PERALIIIAN

Pasal 73

(1) LKK dan LAK yang telah dibentuk sebelum Peraturan
wali Kota ini mulai berlaku, tetap diakui
keberadaannya sebagai LKK dan LAK.

(2) Pengurus LKK dan LAK yang telah menjabat sebelum
Peraturan Wa.li Kota ini mulai berlaku, tetap
melaksanakan tugas sampai dengan habis masa

bhaktinya
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BAA VII
KETE TUAN PEICUTT'P

Pasal 74

Peraturan Wali Kota ini mulai berlalu pada tanggal
diundalgkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batu.

Ditetapkan di Batu
pada tanggal lb Ma-ret 2021

WALI KC}TA BATU,

DEWANTI RUMPOKO

Diundangkan di Batu
pada tajxggal lL Maxet 2O2l
SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU,

EFFISIENSI

BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2O2I NOMOR I8/O

halam8n 30 dari 33 hlm...



Lampiran Peraturan Wali Kota Batu
Nomor : 18 Tahun 2021
Tanggal : lb Maret 2021

A. KOP

FORMAT KOP DAN STEMPEL

RT. .... / RW....
KELUR.ArIAlt............,I(ECAMATAT{.......

KOTA BATU

PoJ.........

I KopRT/ RW

I'II 
'IT'

2. Kop PKK

PEMBERDAYAAN TESE'AIITERAAN KELUARGA
(Pxxl

TELIJRAIIAI{......KE,C4M4TAN..........
KOTA BATU

Sekretariat: ..........

3. Kop lhrang Taruna

XARA.ITG TARIII{A....
I{ELURAHAX......KECA.UA'TAN..........

KOTA BATU
Sekretariat

4. Kop Pos Pelayanan Terpadu

POS PELAYAI{AN TERPADU......,..
(POSYANDU}

I(ELI'RAHAI{......KECAI[4T4 ..........
KOTA BATUP^9SYA!pU

Sekretariat

hdsn& 31 der 33 hLn.



5. Kop LPM

* LEUBAGA PEMBERDAYA.A.IT MASYARAI(A'T
(LPilI

IIELURAIIAN......KBCAMATAI{..........
KCTTA BATU

Sekretaiiat : ...
Itr

*KETUA RT... /RIY...*

B. STAMPEL

1. Stampel RT/RW

2. Stampel PKK

Keterangan:

- berbentuk bulat diameter starldart 4
cm;

- huruf arial;
- loBo di tengah;
- kolom menunjukkan

Kelurahan, Kecamatan, dan Kota.

KOTA

* KETUA RW .... *
BATU

halanan 32 dei 33 hlrn

Keterangan:

- berbentuk oval ujung tumpul;
- hur-uf arial;
- lebar garis terluar 3 cm;
- lebar kotak tengah 7 mm;
- garis pinggjr double dengan jarak 2 mrn;
- oval terdalam berjarak 5 mm dr garis
- double



3- Stampel Karang Taruna

4. Stampel Posyandu

5. Stampel LPMK

Keterangan:
- berbentuk bulat diameter

standart 4 cm:
- huruf arial;
- logo di tengah;

- kolom menunjukkan Kelurahan,
Kecamatal dan Kota.

Keterangan:

- berbentuk Oval diarneter standart
4 cm;

- huruf arial;
- nama Posyandu;
- nama Kelurahan, Kecamatan

dajl Kota.

Keterangan:

- berbentuk bulat diameter
standart 4 cm;

- huruf arial;
- lebar garis terluar 3 cm;
- lebar kotak tengah 7 mm;
- garis pinggir dengan jarak 2 mm;
- lingkaran terdalam beqarak 5 m

dari garis
- Kelurahan, Kecamatan dan Kota,

K.r]A

LPMK
* *

WAII BATU,

DEWANTI RUMPOKO

halde 33 dai 33 hlrn...


